
 
 

 
 

 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 
 

Menimbang    :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah; 

 

Mengingat    : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4237); 
 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 



 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4485); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6354); 



11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 

tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat 

Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 
 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 525); 
 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);  
 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 181); 
 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54); 
 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA PERANGKAT DAERAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 



pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga 

keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi 

dan infrastruktur olahraga. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan 

tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan 

standarisasi dan infrastruktur olahraga; 

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang 

Peningkatan Prestasi Olahraga; 

c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ; 

d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 

e. pelaksanaan penyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 

f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, 

fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, 

IPTEK dan tenaga keolahragaan; 

g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan 

kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait 

promosi olahraga dan olahraga prestasi; 

h. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan 

kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait 

standarisasi dan infrastruktur Peningkatan Prestasi Olahraga; 

i. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 

j. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan 

Prestasi Olahraga; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Pasal 241  

 

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketujuh Belas 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Pasal 242  

 

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu 

Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan 

dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 



a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan 

Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian 

Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan 

Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian 

Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan 

Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian 

Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan 

Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian 

Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;  

e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang 

terintegrasi;  

f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya; 

g. penyampaian   Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah 

secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3)  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas: 

a. Sekretariat; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pembinaan Perpustakaan; 

d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; 

e. Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno; 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

  Paragraf 1 

Sekretariat 

Pasal 243  

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan 

penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan 

dokumentasi,serta membantu Kepala perangkat daerah 

mengkoordinasikan bidang-bidang.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait 

perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;  

b. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas 

berdasarkan usulan Bidang sesuai dengan tahapan mekanisme 

perencanaan; 

d. penyiapan dan penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan; 



e. penyiapan bahan laporan bulanan,triwulan, semester, tahunan, 

Laporan Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban dan bahan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah lingkup Perangkat daerah; 

f. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja 

perangkat daerah; 

h. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kegiatan dinas; 

i. pelaksanaan fasilitasi Sistem Informasi Sistem Informasi Rencana 

Umum Pengadaan (SIRUP) pada proses Pengadaan Barang dan Jasa; 

j. pelaksanaan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan; 

k. pelaksanaan penyelesaian administrasi gaji pegawai; 

h. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah; 

i. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

(3)   Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 

Pasal 244  

 

(1)   Sub   Bagian   Umum dan Kepegawaian   mempunyai   tugas   pokok 

melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan 

evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. 

(2)   Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

Sub   Bagian   Umum dan Kepegawaian   menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta 

urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan; 

b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga 

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan 

pegawai; 

d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah 

di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mulai dari rencana 

kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, 

pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan; 

e. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;  

f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, 

informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap 

seluruh jabatan; 

g. penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit 

organisasi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Paragraf 2 

Bidang Pembinaan Perpustakaan 

Pasal 245  

 

(1) Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, 



pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembinaan sumber daya 

manusia dan Otomasi Perpustakaan, Pengembangan, Pengolahan Bahan 

Perpustakaan dan Deposit, Pembudayaan Literasi. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pembinaan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait  Pembinaan sumber daya 

manusia dan Otomasi Perpustakaan, Pengembangan, Pengolahan 

Bahan Perpustakaan dan Deposit, Pembudayaan Literasi. 

b. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Layanan dan Otomasi 

Perpustakaan Elektronik; 

c. pelaksanaan Pengembangan dan Perpustakaan Khusus Tingkat 

Daerah Provinsi (TDP ); 

d. pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi; 

e. pelaksanaan Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan dan 

Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi ( TDP ); 

f. pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga 

perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi; 

g. pelaksanaan Pengembangan kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah 

Tingkat Provinsi; 

h. pelaksanaan Pengembangan perpustakaan Deposit; 

i. pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan bahan-bahan 

Perpustakaan; 

j. pelaksanaan Seleksi, Pengadaan, Penyiangan dan Pengolahan Koleksi 

Budaya Etnis Nusantara; 

k. pelaksanaan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di 

tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi; 

l. pelaksanaan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus di Provinsi sesuai dengan standar 

nasional perpustakaan; 

m. pelaksanaan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan 

pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta 

masyarakat; 

n. pelaksanaan Penghargaan gerakan budaya gemar membaca; 

o. pelaksanaan Pengembangan literasi berbasis Inklusi sosial; 

p. pelaksanaan Pemilihan duta baca tingkat daerah Provinsi; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Paragraf 3 

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan 

Pasal 246  

 

(1) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, 

pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Perlindungan dan 

Penyelamatan Arsip, Pengelolaan Arsip, Pembinaan dan Pelayanan 

Kearsipan. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Penyelenggaraan Kearsipan menyelenggarakan fungsi : 



a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perlindungan dan 

Penyelamatan Arsip, Pengelolaan Arsip, Pembinaan dan Pelayanan 

Kearsipan; 

b. pelaksanaan Pengelolaan Arsip statis daerah provinsi; 

c. pelaksanaan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 

secara berskala; 

d. pelaksanaan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang 

digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah 

Kabupaten/Kota; 

e. pelaksanaan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang 

dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi; 

f. pelaksanaan penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga 

perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi; 

g. pelaksanaan pencarian arsip statis Provinsi yang dinyatakan hilang; 

h. pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis Provinsi; 

i. pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan daerah Provinsi yang 

memiliki retensi dibawah 10 tahun; 

j. pelaksanaan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 

di daerah Provinsi; 

k. pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi 

kearsipan nasional tingkat Provinsi; 

l. pelaksanaan peningkatan promosi pelayanan kearsipan; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Paragraf 4 

Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan Dan Naskah Kuno 

Pasal 247  

 

(1) Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan 

kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

terkait Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan, Pelestarian Bahan 

Pustaka, Pelestarian Naskah Kuno. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelayanan dan Kerjasama 

Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka, Pelestarian Naskah Kuno. 

b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Kerjasama Jejaring 

Perpustakaan; 

c. pelaksanaan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat 

provinsi; 

d.  pelaksanaan peningkatan promosi pelayanan perpustakaan; 

e.  pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan serah simpan karya 

cetak dan karya rekam; 



f. pelaksanaan pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen 

karya cetak dan karya rekam yang aktif dalam melaksanakan serah 

simpan karya cetak dan karya rekam; 

g. pelaksanaan penerbitan Katalog Induk daerah dan Penerbitan 

Bibliografi Daerah; 

h. pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan, control kondisi ruangan 

penyimpanan perpustakaan; 

i. pelaksanaan perawatan bahan pustaka; 

j. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno; 

k. pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengalihmediaan 

naskah kuno yang dimilik masyarakat untuk dilestarikan dan 

didayagunakan; 

l. pelaksanaan penganekaragaman naskah kuno mencakup kegiatan 

penelusuran, transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan) dan 

sejenisnya; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Pasal 248  

 

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedelapan Belas 

Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pasal 249  

 

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan 

Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan 

dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi 

dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya,  

Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah; 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, 

Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan 

Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

d.  pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, 

Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan 


